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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

  

 Hasil penelitian memperlihatkan bahwa modus kasus korupsi sepenuhnya dapat 

teridentifikasi oleh multilevel governance gaps. Pertama, Information Gap adalah kesenjangan 

informasi yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan 

fiktif, penyalahgunaan anggaran, trading in influence (perdagangan pengaruh). Kedua, 

Capacity Gap adalah kesenjangan kapasitas yang dapat teridentifikasi pada modus kasus 

korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan trading in 

influence (perdagangan pengaruh). Ketiga, Funding Gap adalah kesenjangan pendanaan yang 

dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, dan 

penyalahgunaan anggaran. Keempat, Policy Gap adalah kesenjangan kebijakan yang dapat 

teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, dan 

penyalahgunaan anggaran. Kelima, Administrative Gap adalah kesenjangan administratif yang 

dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, mark up, 

penyalahgunaan anggaran, dan pemotongan anggaran. Keenam, Objective Gap adalah 

kesenjangan objektif yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek 

fiktif, laporan fiktif, mark up, penyalahgunaan anggaran, dan pemotongan anggaran. Terakhir, 

Accountabillity Gap adalah kesenjangan akuntabilitas yang dapat teridentifikasi pada modus 

kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan pungutan 

liar. 

Melalui penelitian menunjukan bahwa indentifikasi Multilevel Governance Gaps pada 

modus kasus korupsi dapat teridentifikasi. Identifikasi yang ditunjuk adalah terhadap pilihan 
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model yang paling dominan pada suatu modus kasus korupsi tertentu. Dengan indikasi Objetive 

Gap dan Administrative Gap hampir lebih dominan dari semua kasus. Aspek yang didasari 

adalah pengertian dari kesenjangan objektif dan kesenjangan administratif yang melekat pada 

proses pengambilan keputusan dengan implementasi kebijakan sesuai dengan Multilevel 

Governance. Kesenjangan objektif sangat melihat dari segala sisi tujuan objek paling dasar 

seperti niat. Sedangkan, kesenjangan administratif melihat ketidaksesuaian fungsional dan 

batas administrasi yang tidak relevan.  

Temuan lebih dalam ternyata dalam suatu praktik kasus korupsi menyoroti pentingnya 

pemahaman dan kesadaran tentang keterlibatan masyarakat desa pada pemerintahan desa. 

Khususnya melihat dari kesenjangan adminitratif yang mengharuskan kesesuai fungsional dan 

standar administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Modus kasus korupsi dapat terjadi 

ketika masyarakat sudah tidak peduli terhadap pengambilan keputusan dan implementasi 

kebijakan yang telah dilakukan oleh aktor pemerintah.  

Peran masyarakat perlu untuk meningkatkan partisipasi pengawasan kepada 

pemerintah desa. Melalui advokasi masyarakat dalam meminta pemerintahan desa lebih 

meningkatkan faktor transparansi dapat menjadi salah satu upaya dalam melakukan 

pemberantasan korupsi. Kesadaran terhadap tugas dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat 

akan menjadi bagian penting dalam pembagian keputusan dan implementasi kebijakan sesuai 

dengan pemahaman konsep ideal dari Multilevel Governance. Menutupi celah-celah dalam 

Multilevel Governance Gaps menjadi tugas dan tanggung jawab bersama setiap stakeholder 

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan 

pengawasan secara rutin baik internal dan eksternal bertujuan untuk terealisasinya Multilevel 

Governance yang ideal tanpa adanya korupsi. 

 



 

76  

6.2 Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian terhadap 155 modus kasus korupsi pada 

pemerintahan desa pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian 

dinyatakan semua dapat diidentifikasi oleh 7 konsep Multilevel Governance Gaps. Bahkan, 

memberikan kesenjangan baru dalam etika yang menyebabkan suatu modus pada kasus korupsi 

dapat terjadi di pemerintahan desa.  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti mengenai kasus korupsi pada pemerintahan 

desa dengan mengidentifikasi oleh Multilevel Governance Gaps antara lain sebagai berikut: 

1. Komunikasi yang efektif: Penting untuk meningkatkan aliran informasi antara 

pemerintah desa dan masyarakat. Sediakan saluran komunikasi yang mudah diakses 

dan transparan, seperti laman web, media sosial, atau forum komunitas. Gunakan juga 

pertemuan rutin, seperti musyawarah desa, untuk menyampaikan informasi secara 

langsung kepada warga. 

2. Peningkatan kapasitas: Berikan pelatihan dan pendidikan kepada staf pemerintah desa 

untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola tugas-tugas administratif dan 

pemerintahan. Dukung juga program pengembangan keterampilan bagi masyarakat 

desa agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Penyediaan pendanaan yang memadai: Upayakan alokasi anggaran yang adil dan 

transparan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa harus 

mengidentifikasi sumber pendapatan potensial, seperti pajak, retribusi, atau dana desa, 

dan mengelolanya secara efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

4. Pembuatan kebijakan yang inklusif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 

dan pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi kesenjangan kebijakan. 

Adakan diskusi terbuka dan konsultasi dengan warga desa sebelum 
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mengimplementasikan kebijakan baru. Pastikan kebijakan yang dibuat memperhatikan 

kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat desa. 

5. Peningkatan administrasi: Perbaiki sistem administrasi desa dengan mengadopsi 

teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat membantu mengurangi kesalahan 

administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses 

administratif. 

6. Penetapan tujuan yang jelas: Pemerintah desa harus memiliki tujuan yang spesifik, 

terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Melalui penetapan tujuan yang 

jelas, masyarakat dan staf pemerintah desa dapat bekerja bersama untuk mencapai 

sasaran tersebut. 

7. Peningkatan akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Adakan audit teratur dan publikasikan 

laporan keuangan serta kegiatan pemerintah desa. Melibatkan masyarakat dalam 

pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa melalui mekanisme partisipatif, 

seperti forum perwakilan masyarakat atau kelompok pemantau. 
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